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STUDI KEBIJAKAN DESENTRALISASI DI INDONESIA
(A STUDY ON THE POLICY OF DECENTRALIZATION IN INDONESIA)

Suyanto
Dosen Universitas Dr. Soetomo Surabaya .

Abstract

This article descriptively and qualitatively explains aspects concerning
decentralization. The meaning of decentralization as well as its concept, its forms,
its factors determining its success, and the method to measure the degree of fiscal
decentralization are discussed in this article.

Decentralization concerns many aspects; fiscal, politics, administration and
system of government, economy, social aspect and so on. Generally, there some
types of decentralization; political decentralization; administrative decentraliza-
tion (deconcentration, devolution, delegation or institutional pluralism), fiscal
decentralization, and market or economic decentralization.

The success of decentralization depends on its design, the process of
implementation, political supports at the level of decision making at every level of
government, popular support, readiness of government administration, insti-
tutional development and human resources, mechanism of coordination for
improving the performance of bureaucrats, the change of value system and bu-
reaucracy's attitude in meeting the expectation of public service.

The dimension of fiscal decentralization can be measured among other thing
by looking at the contribution of local revenue to regional revenue. By doing so,
the performance of regional finance can be observed comprehensively. The higher
contribution to regional revenue and the higher the ability of a region to finance

its own program will show the positive performance of local finance.

Desentralisasi merupakan sebuah alat
untuk mencapai salah satu tujuan bernegara
dalam memberikan pelayanan publik yang
lebih baik dan menciptakan proses peng-
ambilan keputusan publik yang lebih de-
mokratis. Selain itu untuk mewujudkan pe-
limpahan kewenangan kepada tingkat pe-
merintahan daerah dalam melakukan pem-
belanjaan, kewenangan untuk memungut
pajak (taxing power), terbentuknya dewan
dan kepala daerah yang dipilih oleh rakyat,
serta adanya bantuan dalam bentuk transfer
dari pemerintah pusat untuk melakukan

pembangunan.

Pembangunan daerah merupakan ba-
gian integral dari pembangunan nasional
dimana dilaksanakan dengan berdasarkan
atas prinsip otonomi daerah dan pengaturan
sumber daya nasional yang memberikan
kesempatan bagi peningkatan demokrasi
dan kinerja daerah untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat menuju masyara-
kat madani yang bebas korupsi, kolusi dan
nepotisme, untuk itu maka penyelengga-
raan pemerintahan daerah merupakan sub-
sistem pemerintahan negara yang dimak-
sudkan untuk meningkatkan efektivitas dan
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efisiensi penyelenggaraan pemerintahan
dan pelayanan masyarakat.

Prinsip dasar pemberian otonomi
daerah adalah didasarkan atas pertim-
bangan bahwa daerahlah yang lebih me-
ngetahui akan kebutuhan dan standar pe-
layanan bagi masyarakat di daerahnya.
Dari pertimbangan ini maka pemberian
otonomi diharapkan akan mampu memacu
pertumbuhan ekonomi daerah dan kese-
jahteraan masyarakat. Sementara itu dalam
pelaksanaan pembangunan di negara kita
yang selama ini dilakukan, pembiayaan
pembangunan bagi kebanyakan daerah
masih sangat mengandalkan sumber pem-
biayaan pembangunan yang berasal dari
pemerintah pusat. Hal ini terlihat dalam
gambaran Anggaran Pendapatan dan Be-
lanja Daerah (APBD), sekitar dua pertiga
dari total pengeluaran pemerintah daerah
masih dibiayai oleh bantuan dan sumbang-
an dari pemerintah pusat.

Berdasarkan pada pertimbangan-per-
timbangan diatas, serta dalam upaya meng-
akomodasikan berbagai tuntutan yang ber-
kembang di daerah, pemerintah telah men-
sahkan Undang-Undang Nomor 22 Tahvs
1999 tentang Pemerintahan Daerah dan
Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999
tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Daerah. Kedua UU
tersebut selanjutnya mengalami revisi
menjadi UU No. 32 Tahun 2004 dan UU
No. 33 Tahun 2094. Dengan diberlaku-
kannya kedua Undang-Undang ini diharap-
kan membawa perubahan terhadap pertum-
buhan ekonomi daerah yang lebih baik.

Menurut Suparmoko (2002), bahwa
tujuan kebijakan desentralisasi adalah - a).
Mewujudkan keadilan antara kemampuan
dan hak daerah, b). Peningkatan Pendapa-
tan Asli Daerah (PAD) dan pengurangan
subsidi dari pemerintah pusat, serta c).
Mendorong pembangunan daerah sesuai
dengan aspirasi masing-masing daerah.
Namun realitasnya hubungan fiskal antara
pusat-daerah masih adanya kendala yang

ditandai dengan tingginya kontrol pusat
terhadap proses pembangunan daerah. Hu-
bungan ini dapat dilihat dari rendahnya
proporsi Pendapatan Asli Daerah (PAD)
terhadap Total Pendapatan Daerah diban-
ding besarnya subsidi (grants) yang didrop
dari pusat.

Semenjak diberlakukannya Undang-
Undang Otonomi daerah di Indonesia sejak
tahun 1999, banyak reaksi yang bermun-
culan di berbagai daerah, banyak yang
menyikapinya secara positip maupun seca-
ra negatip. Bagi daerah-daerah yang me-
miliki kekayaan sumber daya alam yang
besar menyambut otonomi daerah dengan
penuh harapan, tetapi sebaliknya bagi dae-
rah-daerah yang miskin sumber daya alam
menanggapinya dengan pesimistis.

Misi utama kebijakan desentralisasi
fiskal adalah untuk meningkatkan kualitas
dan kuantitas pelayanan publik dan kese-
jahteraan rakyat, terciptanya efektifitas dan
efisiensi pengelolaan sumberdaya daerah
serta menciptakan ruang bagi masyarakat
untuk berpartisipasi dalam proses pemba-
ngunan'. Desentralisasi fiskal didorong ka-
rena adanya desakan untuk menyediakan
pelayanan-pelayanan pemerintahan yang
lebih efisien dan aspiratif®. Dalam desen-
tralisasi fiskal diusahakan agar kesenjangan
antara penerimaan dengan tanggung Jjawab
pengeluarannya perlu sekecil mungkin.

Suatu negara dengan sistem pemerin-
tahan yang sentralistik, berbagai kebijakan
akan ditentukan secara nasional oleh peme-
rintah pusat. Kebijakan sistem pemerinta-
han yang sentralisasi dilakukan oleh suatu
negara dengan berbagai alasan dan pertim-
bangan, diantaranya karena agar peme-
rintah pusat dapat mengalokasikan ang-

' Mardiasmo, 2001, “Manajemen Penerimaan Daerah dan
Struktur APBD Dalam Era Otonomi Daerah ", Makalah
workshop  Kerjasama  SIAGA Project dan STIE
Kerjasama, Yogyakarta.
? Rao, M. Govinda, 2000, “India: Intergovermental fiscal
relations in planned economy” dalam Bird, Richard M dan
Francois Vaillancourt (eds) dalam Fiscal Decentralization in
Developing Countries, Cambridge University Press,
Cambridge.
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garan yang ada untuk menghasilkan barang
dan jasa yang bisa dimanfaatkan secara na-
sional’. Indonesia adalah termasuk negara
dengan sistem sintralistik, meskipun seka-
rang ini pemerintahan Indonesia telah me-
lakukan desentralisasi, namun sebagian be-
sar dari program pembangunan masih
dikendalikan oleh pusat.

Desentralisasi dalam bidang keuang-
an adalah pelimpahan wewenang untuk
mendistribusikan kewenangan, tanggung
jawab dan sumber-sumber keuangan untuk
menyediakan pelayanan publik. Pelimpa-
han tanggung jawab ini menyangkut peren-
canaan, pendanaan dan menejemen fungsi-
fungsi pemerintahan dari pemerintah pusat
kepada aparatnya di daerah, tingkat peme-
rintahan yang lebih rendah, badan otoritas
tertentu, atau perusahaan tertentu. Dari be-
berapa pemikiran dan pertimbangan terse-
but, maka tulisan ini dilakukan untuk me-
ngetahui perkembangan pelaksanaan de-
sentralisasi di Indonesia.

1.2 Rumusan Permasalahan

Berdasarkan latar belakang permasa-
lahan tersebut diatas, maka rumusan masa-
lah dalam tulisan ini disusun sebagai beri-
kut :

1. Bagaimanakah konsep dan pengertian
desentralisasi menurut tinjauan secara
teoritik ?

2. Bagaimanakah bentuk-bentuk desentra-
lisasi yang selama ini dikembangkan
oleh para ahli ? -

3. Faktor-faktor apa sajakah yang menjadi
pertimbangan dalam keberhasilan pe-
laksanaan desentralisasi ?

1.3 Tujuan Penulisan
Berdasarkan latar belakang permasa-
lahan tersebut diatas, maka rumusan masa-

4 Bahl, Roy W, dan Johannes F. Linn, 1988, Urban Public
Finance in Developing Countries, World Bank- Oxford
University Press, New York.

lah dalam tulisan ini disusun sebagai beri-

kut :

1. Mengkaji secara teoritik konsep dan
pengertian desentralisasi.

2. Menelaah dan mengkaji bentuk-bentuk
desentralisasi yang selama ini dikem-
bangkan para ahli.

3. Menentukan Faktor-faktor yang men-
jadi pertimbangan dalam keberhasilan
pelaksanaan desentralisasi menurut ka-
jian teoritik.

1.4 Manfaat Penulisan

Penulisan ini merupakan studi dis-
kriptif tentang desentralisasi di Indonesia.
Penulisan ini diharapkan dapat bermanfaat
bagi peneliti, akademisi serta para pengam-
bil kebijakan khususnya bagi pemerintah
daerah maupun pusat dalam upaya menge-
lola sistem keuangannya agar menjadi lebih
baik sehingga pemerintahan daerah bisa
lebih mandiri. Secara teoritik tulisan ini
dapat menambah wacana akademik dalam
upaya memperbaiki sistem desentralisasi
serta meningkatkan sistem trasfer pemerin-
tah pusat pada daerah agar mereka memi-
liki kemampuan yang lebih baik.

II. TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Berdasarkan UU No. 33/2004, desen-
tralisasi adalah penyerahan wewenang pe-
merintahan oleh pemerintah kepada daerah
otonom untuk mengatur dan mengurus uru-
san pemerintahan dalam sistem Negara Ke-
satuan Republik Indonesia

Desentralisasi menyangkut berbagai
bentuk dan dimensi yang beragam, baik as-
pek fiskal, politik, administrasi dan sistem
pemerintahan, ekonomi, sosial dan sebagai-
nya. Secara umum konsep desentralisasi
terdiri atas : Desentralisasi politik (Political
decentralization); Desentralisasi adminis-
tratif  (Administrative ~ decentralization),
Desentralisasi fiskal (Fiscal decentraliza-
tion) dan Desentralisasi ekonomi (Econo-
mic or Market Decentralization).

Jurnal EMAS (Ekonomi, Manjenten dan Bisnis)
Fukultas Ekenomi UNIMAS Majokerto




Jurnal Emas, No. 3, Volume 1, Desember 2009

69

Menurut Studi Bank Dunia yang dila-
kukan oleh Rondinelli, desentralisasi dapat
dibagi menjadi empat jenis, yaitu : (1).
Dekonsentrasi (Deconsentration), yaitu pe-
limpahan wewenang dari pemerintah pusat
kepada pejabat yang berada dalam garis
herarki dengan pemerintah pusat di daerah.
(2). Pendelegasian (Delegation), yaitu pe-
limpahan wewenang untuk tugas tertentu
kepada organisai yang berada di luar struk-
tur birokrasi reguler yang dikontrol secara
tak langsung oleh pemerintah pusat. Pen-
delegasian wewenang ini biasanya diatur
dengan ketentuan perundangan. Pihak
yang menerima wewenang mempunyai ke-
kuasaan (discretion) dalam penyelengga-
raan pendelegasian tersebut, walaupun we-
wenang terakhir tetap pada pihak pemberi
wewenang (Sovereign authority). (3). De-
volusi (Devolution), yaitu pelimpahan we-
wenang kepada tingkat pemerintahan yang
lebih rendah dalam bidang keuangan atau
tugas pemerintahan dan pihak pemerintah
daerah mendapat discrefion yang tidak
dikontrol oleh pemerintah pusat. Dalam
hal tertentu dimana pemerintah daerah
belum sepenuhnya mampu melaksanakan
tugasnya, pemerintah pusat akan mem-
berikan supervisi secara tidak langsung atas
pelaksanaan tugas tersebut. Dalam melak-
sanakan tugasnya, pemerintah daerah me-
miliki wilayah administratif yang jelas dan
legal dan diberikan kewenangan sepenuh-
nya untuk melaksanakan fungsi publik,
menggali sumber-sumber penerimaan serta
mengatur penggunaannya, serta; (4). Priva-
tization yaitu pelimpahan wewenang ke-
pada organisasi non pemerintah atau
swasta. Hal ini dimaksudkan untuk membe-
rikan peluang bagi organisasi tersebut un-
tuk ambil bagian secara nyata dalam proses
pembangunan nasional. Gagasan ini lebih
menonjol dalam rangka debirokratisasi da-
lam arti pengambilan keputusan untuk
melaksanakan fungsi - fungsi tertentu
dengan melibatkan organisasi - organisasi
non pemerintah.

Menuru. Campo dan Sundaram, 2002

; Sidik (2002); Martinez-Vazquez dan

McNab (1997),):' menurut jenisnya, desen-

tralisasi juga dapat dibedakan dalam bebe-

rapa konsep, yaitu :

(a) Desentralisasi geografis atau desen-
tralisasi teritorial, yakni pembagian
suatu wilayah menjadi wilayah-wila-
yah yang lebih kecil dengan kewe-
nangan yurisdiksi yang jelas diantara
daerah-daerah tersebut;

(b) Desentralisasi fungsional yakni pen-
distribusian kewenangan dan tang-
gungjwab negara kepada unit-unit
fungsional yang berbeda-beda dalam
suatu pemerintahan;

(¢) Desentralisasi politik dan adminis-
trasi. Desentralisasi politik berkenaan
dengan kewenangan pembuatan ke-
putusan yang bergeser dari pemerin-
tah yang lebih tinggi ke tingkat pe-
merintahan yang lebih rendah. Dalam
konteks ini partisipasi masyarakat
lokal dalam proses pembuatan ke-
putusan mendapat peluang yang
sangat luas. Sedangkan desentralisasi
administratif erat kaitannya dengan
desentralisasi politik, bahkan secara
faktual keduanya sulit dibedakan.
Namun lebih difokuskan pada opera-
sionalisasi atau implementasi kebija-
kan/ keputusan publik agar berhasil
secara optimal.

(d) Desentralisasi finansial, yakni ber-
kaitan dengan pelimpahan tanggung
Jawab pembelanjaan dan pendapatan
dari pemerintah pusat kepada peme-
rintah daerah. Bentuk-bentuk desen-
tralisasi finansial ini antara lain
adalah self-financing beberapa pe-
nyelenggaraan pembangunan di dae-
rah, cofinancing atau coproduction
dengan pihak-pihak swasta, inten-
sifikasi dan ekstensifikasi pajak-pajak
daerah dan retribusi, pinjaman dae-
rah, serta transfer atau subsidi antar
tingkatan pemerintahan.
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Menurut Behrman (2003) dan Sidik
(2002), bahwa dorongan desentralisasi
yang terjadi di berbagai negara dunia ter-
utama negara-negara berkembang, dipenga-
ruhi oleh beberapa faktor misalnya latar
belakang atau pengalaman suatu negara,
peranannya dalam globalisasi dunia, ke-
munduran dalam pembangunan ekonomi,
tuntutan terhadap perubahan tingkat pe-
layanan masyarakat, tanda-tanda adanya
disintegrasi, dan banyaknya kegagalan
yang dialami oleh pemerintah sentralistis
dalam memberikan pelayanan masyarakat
yang efektif.

Kegagalan penyelenggaraan pelaya-
nan masyarakat yang kemudian memun-
culkan pemikiran perlunya pengaturan de-
sentralisasi termasuk desentralisasi fiskal
adalah berkaitan dengan siklus pengelolaan
dana yang berasal dari pusat kepada daerah
berupa subsidi dan bantuan (Inpres). Per-
masalahan yang muncul dari pengelolaan
yang terpusat meliputi: (1) aspek peren-
canaan, dominannya peranan pusat dalam
menetapkan prioritas pembangunan (top
down) di daerah dan kurang melibatkan
stakeholder, (2) aspek pelaksanaan, harus
tunduk kepada berbagai arahan berupa
petunjuk pelaksanaan maupun petunjuk
teknis dari pusat, dan (3) aspek penga-
wasan, banyaknya institusi pengawasan
fungsional, seperti BPKP, Irfjen Depar-
temen, Irjenbang, Inspektorat Daerah yang
dapat saling tumpang tindih' (Boediono,
2002; Sidik, 2002; dan, Widjaja, 2002).

Menurut Bahl dan McMullen (2000)

dan Widjaja (2002) yang terpenting dari
desentralisasi adalah makin dekatnya hu-
bungan antara pemerintah dengan rakyat.
Jika keinginan rakyat sangat beragam dan
Pemerintah Daerah memiliki tanggung-
jawab untuk menyediakan pelayanan-pela-
yanan yang tidak memiliki dampak ekster-
nal yang besar, maka manfaat yang dapat
diperoleh berupa pelayanan publik yang
lebih baik, pejabat pemerintah yang ber-

tanggungjawab dan kesadaran masyarakat
dalam membayar pajak akan meningkat.

Desentralisasi administrasi merupa-
kan pelimpahan wewenang untuk mendis-
tribusikan kewenangan, tanggung jawab,
dan sumber-sumber keuangan untuk me-
nyediakan pelayanan publik. Pelimpahan
tanggung jawab tersebut terutama me-
nyangkut perencanaan perencanaan, penda-
naan, dan pelimpahan manajemen fungsi-
fungsi pemerintahan dari pemerintah pusat
kepada aparatnya di daerah, tingkat peme-
rintahan yang lebih rendah, badan otoritas
tertentu, atau perusahaan tertentu. Selan-
jutnya desentralisasi secara garis besarnya
terdiri atas dekonsentrasi (deconcentra-
tion), devolusi (devolution) dan pendele-
gasian (delegation or institutional plura-
lism)

Alasan utama perlunya pemerintahan
desentralistik lainnya adalah karena adanya
pertimbangan efisiensi, akuntabilitas, ke-
mampuan pengelolaan (manageability),
dan otonomi. Pada negara berkembang,
desentralisasi ditujukan untuk menghindari
pengeolaan pemerintahan yang tidak efektif
dan efisien, ketidakstabilan makroekonomi
serta tidak cukupnya pertumbuhan ekono-
mi.

Menurut Litvack (1988), argumen
untuk mendukung desentralisasi, karena
pelayanan publik yang paling efisien dapat
diselenggarakan oleh wilayah yang me-
miliki kontrol geografis paling minimum,
hal ini dikarenakan; (a) pemerintah lokal
sangat menghayati kebutuhan masyarakat-
nya, (b) Keputusan pemerintah lokal
sangat responsif terhadap kebutuhan ma-
syarakat, sehingga mendorong pemerintah
lokal untuk melakukan efisiensi dalam
penggunaan dana yang berasal dari masya-
rakat; (c). Persaingan antardaerah dalam
memberikan pelayanan kepada masyarakat
akan mendorong pemerintah lokal untuk
meningkatkan inovasinya. Jika masyarakat
tidak senang pada kebijakan pemerintah
lokal dalam pembebanan pajak untuk
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pembiayaan barang publik bersifat lokal,
maka hanya ada dua pilihan bagi warga
masyarakat, yaitu meninggalkan wilayah
tersebut atau tetap tinggal di wilayah
tersebut dengan berusaha mengubah ke-
bijakan pemerintah lokal melalui DPRD-
nya.

Keberhasilan desentralisasi sangat
tergantung pada desain, proses implemen-
tasi, dukungan politis baik pada tingkat
pengambilan keputusan di masing-masing
tingkat pemerintahan, maupun masyarakat
keseluruhan, kesiapan administrasi peme-
rintahan, pengembangan kelembagaan dan
sumberdaya manusia, mekanisme koor-
dinasi untuk meningkatkan kinerja aparat
birokrasi, perubahan sistem nilai dan
perilaku birokrasi dalam memenuhi ke-
inginan masyarakat Khususnya dalam
pelayanan sektor publik.

Pemerintahan yang bersifat sentra-
listik akan dapat mengalokasikan anggaran
yang ada untuk menghasilkan barang dan
jasa yang bisa dimanfaatkan secara nasi-
onal (Bahl dan Linn, 1992 : 388). Seperti
halnya di Indonesia, Pemerintahan Indo-
nesia telah melakukan kebijakan desen-
tralisasi, meskipun sebagian besar dari
program pembangunan masih dikendalikan
oleh pusat. Kebijakan desentralisasi di In-
donesia dewasa ini telah dikuatkan dalam
Undang-Undang No. 32/2004 dan Undang-
Undang No. 33/2004 yang merupakan
revisi dari Undang-Undang No. 22/i1999
dan Undang-Undang No. 25/1999.
Menurut Undang-Undang tersebut dijelas-
kan pengertian desentralisasi adalah penye-
rahan wewenang pemerintahan oleh peme-
rintah kepada daerah otonom untuk me-
ngatur dan mengurus urusan pemerintahan
dalam sistem Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

Desentralisasi tidaklah mudah untuk
didefinisikan, karena menyangkut berbagai
bentuk dan dimensi yang beragam, baik
aspek fiskal, politik, administrasi dan
sistem pemerintahan, ekonomi, sosial dan

sebagainya. Namun secara umum konsep
desentralisasi terdiri atas : Desentralisasi
politik (Political decentralization); Desen-
tralisasi administratif (Addministrative de-
centralization); Desentralisasi fiskal (Fis-
cal decentraliozation) dan Desentralisasi
ekonom1 (Economic or Market Decentra-
lization)”>.

Dalam kebijakan desentralisasi fiskal,
misi utamanya adalah untuk meningkatkan
kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan
kesejahteraan rakyat, terciptanya efektifitas
dan efisiensi pengelolaan sumberdaya dae-
rah serta menciptakan ruang bagi masya-
rakat untuk berpart151pa31 dalam proses
pembangunan’®. Sehingga desentralisasi fis-
kal untuk menyediakan pelayanan-pelaya-
nan pemermtahan yang lebih efisien dan
aspiratif "

Sistem pemenntahan dengan melaku-
kan desentralisi fiskal karena didorong
adanya pertimbangan efisiensi, akuntabi-
litas, kemampuan pengelolaan (manage
ability), dan otonomi. Pemerintahan Indo-
nesia melakukan proses desentralisasi fis-
kal karena untuk menghindari pengelolaan
pemerintahan yang tidak efektif dan efi-
sien, ketidakstabilan makroekonomi dan
tidak cukupnya pertumbuhan ekonomi®.

Berdasarkan hasil studi empiris me-
nunjukkan tidak kuatnya korelasi tingkat
desentralisasi dengan : (i). Jumlah dan ting-
kat kepadatan penduduk serta luasnya suatu
negara, (ii). Tingkat urbanisasi, dan (iii).
Struktur konstitusi dan komposisi kelom-
pok etnis penduduk. Sedangkan hasil studi

* Machfud, Sidik, 2002, Kebijakan Implementasi dan Pandangan
ke depan Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, Makalah
Seminar UGM. Jogjakarta.

¢ Mardiasmo, 2001: |, Manajemen Penerimaan Daerah dan
Struktur APBD Dalam Era Otonomi Daerah, Makalah
Workshop Kerjasama SIAGA Project dan STIE Kerjasama,
Jogyakarta.

7 Rao, M. Govinda, 2000: 78, “India; Intergovernmental Fiscal

Relations in a Planned Economy” dalam Bird, Richard M
dan Francois Vaillancourt (eds) dalam Fiscal Decentralization
in Developing Countries, Cambridge University Press,
Cambridge.

* World Bank, 2002., Concept of Fiscal Decentralization and
Worldwide Overview, download dari hitp
/Iwww.worldbank.org/
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lain menunjukkan adanya korelasi yang
kuat di antara tingkatan desentralisasi
dengan faktor - faktor ekonomi dan tekno-
logi sehingga membuktikan bahwa desen-
tralisasi dari berbagai tipe hanya dapat
terwujud bila kesatuan nasional telah
tinggi, sehingga desentralisasi lebih meru-
pakan permasalahan idiologis yang dihu-
bungkan dengan pencapaian tujuan keman-
dirian, demokrasi, partisipasi rakyat, dan
pertanggungjawaban  pemerintah  serta
apal;amya kepada rakyat secara keseluru-
han”. :
Menurut Ananda (2002), penggunaan
dana dari pemerintah pusat dan daerah akan
mencerminkan atau memberikan gambaran
tentang desentralisasi fiskal, antara lain :
(a). untuk mengalokasikan barang-barang
dan jasa publik yang bermanfaat dan
eksternalitasnya berskala regional dan
lokal, (b). pemerintah daerah dapat lebih
cepat menginterpretasikan kebutuhan rak-
yat, dan (c). memungkinkan kebebasan
individu dan tanggung jawab politik yang
lebih besar. Secara konseptual hubungan
keuangan antara pemerintah pusat dan
daerah harus sesuai dengan kemampuan
daerah untuk membiayai pelaksanaan
pemerintahan. Untuk melihat kemampuan
daerah dalam menjalankan otonomi daerah,
salah satunya dapat diukur melalui kinerja
keuangan daerah.

Pengalaman internasional dengan
jelas memperlihatkan bahwa jika suatu
negara mendesentralisasikan tanggung ja-
wab pengeluaran yang lebih besar di-
banding dengan sumber-sumber yang ter-
sedia, maka tingkat pelayanan akan me-
nurun, atau daerah-daerah akan menekan
pusat-biasanya berhasil-untuk mendapatkan
tambahan kucuran yang lebih besar, atau

° Pusat Antar Universitas (PAU) UGM, 2000, Laporan Akhir
Kajian Profil Daerah Tingkat Il Ditinjau Dari Aspek Potensi

Penerimaan  Daerah, Kerjasama Direktorat Jenderal
Pembangunan Daerah, Departemen Dalam Negeri dan Pusat
Antar  Universitas-Studi Ekonomika UGM, Yogyakarta.

pinjaman yang lebih besar, atau kedua-
duanya.

Untuk menjamin hubungan keuangan
Pusat-Daerah yang baik, maka harus di-
berikan pembagian kewenangan yang ra-
sional dari berbagai tingkat pemerintahan
mengenai penggalian sumber dana peme-
rintah dan kewenangan penggunaannya,
menyajikan suatu bagian yang memadai
dari sumber-sumber dana masyarakat seca-
ra keseluruhan untuk membiayai pelak-
sanaan fungsi-fungsi penyediaan pelayanan
dan pembangunan yang diselenggarakan
pemerintah daerah; sejauh mungkin mem-
bagi pengeluaran pemerintah secara adil
diantara daerah-daerah, atau sekurangnya
memberikan prioritas pada pemerataan
pelayanan kebutuhan dasar tertentu serta
pajak dan retribusi yang dikenakan peme-
rintah daerah harus sejalan dengan
distribusi yang adil atas beban keseluruhan
dari pengeluaran pemerintah dalam masya-
rakat'®. Selanjutnya dalam desentralisasi
fiskal diusahakan agar kesenjangan antara
penerimaan dengan tanggung jawab penge-
luarannya perlu sekecil mungkin'.

III. METODE PENULISAN

3.1 Ruang Lingkup Studi

Penulisan ini merupakan studi des-
kriptif kualitatif tentang fiscal policy. Pe-
nulisan ini menyangkut konsep dan penger-
tian desentralisasi menurut tinjauan teori-
tik, bentuk-bentuk desentralisasi yang sela-
ma ini dikembangkan oleh para ahli, fak-
tor-faktor keberhasilan pelaksanaan desen-

' Sidik, Machfud, 1999, Hubungan Keuangan Pusat-Daerah,
Studi Empiris dan Rekomendasi Kebijakan Bagi Indonesia,
Makalah seminar pokok-pokok pemikiran tentang perimbangan
keuangan pusat-daerah dalam kerangka Negara Kesatuan
Republik Indonesia, Jakarta.

' Syah, Anwar, 1994 : 44, The Reform of Intergovernmental
Fiscal Relation in Devzloping and Emerging Market
Economics, Policy and Reserch series No. 23, The World
Bank, Washington DC.
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tralisasi serta cara pengukuran derajat
desentralisasi (fiskal).

3.2 Jenis Penulisan

Penulisan ini merupakan studi kepus-
takaan tentang kebijakan desentralisasi.
Pendekatan yang dilakukan adalah dengan
pendekatan deskriptif kualitatif.

3.3 Sumber Data

Data yang digunakan dalam peneli-
tian ini adalah data sekunder yang berupa
hasil-hasil kajian kepustakaan yang ber-
kaitan dengan masalah yang ditulis.

3.5 Metode Penulisan

Penulisan ini dilakukan secara des-
kriptif kualitatif, yaitu memberikan gam-
baran tentang keadaan yang terjadi serta
berdasarkan atas kajian kepustakaan yang
berhubungan dengan masalah desentra-
lisasi.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Konsep dan Pengertian Desentra-
lisasi

Konsep desentralisasi didefinisikan
dalam berbagai pengertian. Pada tahun
1962, PBB mengartikan desentralisasi se-
bagai berikut : Dekonsentrasi yang disebut
Jjuga sebagai desentralisasi birokrasi atau
administrasi; serta Devolusi, yang sering
disebut juga sebagai desentralisasi demo-
krasi atau politik, yang mendelegasikan
wewenang pengambilan keputusan kepada
badan perwakilan yang dipilih melalui pe-
milihan lokal.

Dalam Pasal 18 UUD 1945, desen-
tralisasi mengandung makna bahwa penye-
lenggaraan pemerintah di daerah harus
melibatkan rakyat. Untuk itu dalam reali-
sasinya pemerintah daerah harus mempu-
nyai hak untuk mengatur dan mengurus
rumah tangganya sendiri.

Desentralisasi adalah sebuah alat
untuk mencapai salah satu tujuan bernegara
dalam memberikan pelayanan publik yang
lebih baik dan menciptakan proses pe-
ngambilan keputusan publik yang lebih
demokratis. Dengan desentralisasi akan di-
wujudkan pelimpahan kewenangan kepada
tingkat pemerintahan untuk melakukan
pembelanjaan, kewenangan untuk memu-
ngut pajak (taxing power), terbentuknya
Dewan yang dipilih oleh rakyat, Kepala
Daerah yang dipilih oleh rakyat dan adanya
bantuan dalam bentuk transfer dari peme-
rintahan pusat'?.

4.2 Bentuk-bentuk desentralisasi

Studi Bank Dunia yang dilakukan
oleh Rondinelli pada dasarnya desentra-
lisasi dapat dibagi menjadi empat jenis,
yaitu : (1). Dekonsentrasi (Deconsentra-
tion), yaitu pelimpahan wewenang dari
pemerintah pusat kepada pejabat yang be-
rada dalam garis herarki dengan peme-
rintah pusat di daerah. (2). Pendelegasian
(Delegation), yaitu pelimpahan wewenang
untuk tugas tertentu kepada organisai yang
berada di luar struktur birokrasi reguler
yang dikontrol secara tak langsung oleh
pemerintah pusat. Pendelegasian wewe-
nang ini biasanya diatur dengan ketentuan
perundangan. Pihak yang menerima wewe-
nang mempunyai kekuasaan (discretion)
dalam penyelenggaraan pendelegasian ter-
sebut, walaupun wewenang terakhir tetap
pada pihak pemberi wewenang (Sovereign
authority). (3). Devolusi (Devolution), ya-
itu pelimpahan wewenang kepada tingkat
pemerintahan yang lebih rendah dalam bi-
dang keuangan atau tugas pemerintahan
dan pihak pemerintah daerah mendapat
discretion yang tidak dikontrol oleh peme-
rintah pusat. Dalam hal tertentu dimana
pemerintah daerah belum sepenuhnya

' Sidik, 2002:1-3, Perimbangan Keuangan Pusat dan Dacrah
Sebagai Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal, Bahan Seminar,
Jogjakarta.
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mampu melaksanakan tugasnya, pemerin-
tah pusat akan memberikan supervisi
secara tidak langsung atas pelaksanaan
tugas tersebut. Dalam melaksanakan tugas-
nya, pemerintah daerah memiliki wilayah
administratif yang jelas dan legal dan
diberikan kewenangan sepenuhnya untuk
melaksanakan fungsi publik, menggali
sumber-sumber penerimaan serta mengatur
penggunaannya, serta; (4). Privatization
yaitu pelimpahan wewenang kepada orga-
nisasi non pemerintah atau swasta. Hal ini
dimaksudkan untuk memberikan peluang
bagi organisasi tersebut untuk ambil bagian
secara nyata dalam proses pembangunan
nasional. Gagasan ini lebih menonjol dalam
rangka debirokratisasi dalam arti pengam-
bilan keputusan untuk melaksanakan fung-
si-fungsi tertentu dengan melibatkan orga-
nisasi-organisasi non pemerintah.

Desentralisasi administrasi merupa-
kan pelimpahan wewenang untuk mendis-
tribusikan kewenangan, tanggung jawab,
dan sumber-sumber keuangan untuk me-
nyediakan pelayanan publik. Pelimpa-han
tanggung jawab tersebut terutama me-
nyangkut perencanaan perencanaan, penda-
naan, dan pelimpahan manajemen fungsi-
fungsi pemerintahan dari pemerintah pusat
kepada aparatnya di daerah, tingkat peme-
rintahan yang lebih rendah, badan otoritas
tertentu, atau perusahaan tertentu.

Dalam desentralisasi administratif ini
secara garis besarnya terdiri atas dekonsen-
trasi (deconcentration), devolusi (devolu-
tion) dan pendelegasian (delegation or
institutional pluralism) 3

4.3. Faktor-faktor yang Menentukan
keberhasilan Desentralisasi

Beberapa alasan utama perlunya pe-
merintahan desentralistik adalah karena
adanya pertimbangan efisiensi, akuntabi-

" Sidik, Sidik, 2002, Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah
Sebagai Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal, Bahan seminar,
Jogjakarta.

litas, kemampuan pengelolaan (manage-
bility), dan otonomi '. Banyak negara ber-
kembang melakukan proses desentralisasi
dengan tujuan untuk menghindari penge-
lolaan pemerintahan yang tidak efektif dan
efisien, adanya ketidakstabilan makro-
ekonomi serta tidak cukupnya pertumbuhan
ekonomi'”.

Dalam desentralisasi, pelayanan pu-
blik yang paling efisien seharusnya dise-
lenggarakan oleh wilayah yang memiliki
kontrol geografis yang paling minimum,
karena dengan alasan; Pemerintah lokal
sangat menghayati kebutuhan masyarakat-
nya; Keputusan pemerintah lokal sangat
responsif terhadap kebutuhan masyarakat,
sehingga mendorong pemerintah lokal
untuk melakukan efisiensi dalam penggu-
naan dana yang berasal dari masyarakat;
Persiapan antardaerah dalam memberikan
pelayanan kepada masyarakat akan men-
dorong pemerintah lokal untuk mening-
katkan inovasinya'®. Untuk itu, jika ma-
syarakat tidak senang pada kebijakan pe-
merintah lokal dalam pembebanan pajak
untuk pembiayaan barang publik bersifat
lokal, maka hanya ada dua pilihan bagi
warga masyarakat, yaitu meninggalkan
wilayah tersebut atau tetap tinggal di
wilayah tersebut dengan berusaha mengu-
bah kebijakan pemerintah lokal melalui
DPRD-nya”.

Sebagai gambaran pelaksanaan de-
sentralisasi fiskal serta besarnya persentase
dari penerimaan pajak pada beberapa ne-
gara maju dapat dilihat Tabel 4.1.

" Syah, Anwar, 1994 : 6, The Reform of Intergovernmental
Fiscal Relation in Developing and Emerging Market

Economics, Policy and Reserch Series No. 23, The World
Bank, Washington DC.
% Bird, M Richard, 2000. Desentralisasi Fiskal di Negara-
Negara Berkembang, PT. Gramedia Pustaka, Jakarta.
16 Litvack, Jennie, Ahmad, Jundid and Bird Richard, 1998, De
Decentralization in Developing Country, Whasington, DC.
17 Hyman, David, N, 1993, Public finance: A Contemporary
Application of Theory to Policy, Fourth Edition, Irwin,

Boston.
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Tabel 4.1 Besarnya Persentase Penerimaaan Pada Tingkat Pemerintahan

Negara-Negara Maju Tahun 1991

Australia Canada Germany USA

Federal 15 49,4 70,9 68,2
State 18,5 34,1 20,5 18,8
Local 3.9 9.4 Dl 13,0

Sumber : Bhajan Grewal, 1995 : 5-8

Keberhasilan desentralisasi akan sa-
ngat tergantung pada desain, proses imple-
mentasi, dukungan politis baik pada tingkat
pengam-bilan keputusan di masing-masing
tingkat pemerintahan, maupun masyarakat
keselu-ruhan, kesiapan administrasi peme-
rintahan, pengembangan kelembagaan dan
sumberdaya manusia, mekanisme koordi-
nasi untuk meningkatkan kinerja aparat
birokrasi, perubahan sistem nilai dan
perilaku birokrasi dalam memenuhi ke-
inginan masyarakat Kkhususnya dalam
pelayanan sektor publik '%.

4.4 Pengukuran Derajat Desentralisasi
Fiskal

Secara konseptual pola hubungan ke-
uangan antara pemerintah pusat dan daerah
harus sesuai dengan kemampuan daerah
dalam membiayai pelaksanaan pemerinta-
han. Untuk melihat kemampuan daerah da-
lam menjalankan otonomi daerah, salah
satunya dapat diukur melalui kinerja ke-
uangan daerah. Menurut Musgrave dan

Musgrave (1991) bahwa dalam mengukur

kinerja keuangan daerah dapat digunakan

derajat desentralisasi fiskal antara peme-
rintah pusat dan daerah, antara lain :

1). Pendapatan Asli Daerah (PAD) / Total
Penerimaan Daerah (TPD).

2). Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak
(BHPBP) / Total Penerimaan Daerah
(TPD).

3). Sumbangan Daerah (Sum) / Total
Penerimaan Daerah (TPD).

" Sidik, Sidik, 2002, Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah
Sebagai Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal, Bahan Seminar,
Jogjakarta.

TPD = PAD + BHPBP + Sum'’.
Besarnya derajat desentralisasi dapat
dinyatakan dalam persentase. Semakin be-
sar derajat desentralisasi, maka semakin
mandiri daerah tersebut. Derajat desentrali-
sasi fiskal digunakan untuk melihat kontri-
busi pendapatan asli daerah terhadap pen-
dapatan daerah secara keseluruhan, maka
akan terlihat kinerja keuangan daerah
secara utuh. Semakin tinggi kontribusi
PAD dan semakin tinggi kemam-puan
daerah untuk membiayai kemampuannya
sendiri akan menunjukkan kinerja ke-
uangan daerah yang positif. Menurut Halim
(2001), derajat kemandirian daerah untuk
mengukur seberapa jauh penerimaan yang
berasal dari daerah dalam memenuhi kebu-
tuhan daerah , yaitu :
1). Pendapatan Asli Daerah (PAD) /
Pengeluaran Total Daerah (PTD)
2). Pendapatan Asli Daerah (PAD) /
Pengeluaran Rutin Daerah (PRD).
3). Pendapatan Asli Daerah (PAD) + Bagi
Hasil Pajak dan Bukan Pajak (BHPBP)
/ Pengeluaran Total Daerah (PTD).
4). Pendapatan Asli Daerah (PAD) + Bagi
Hasil Pajak dan Bukan Pajak (BHPBP)
/ Pengeluaran Rutin Daerah (PTD).
Besarnya derajat kemandirian daerah
dapat dinyatakan dalam persentase.

Besarnya perbandingan antara Total
PAD dan Pengeluaran pemerintahan Daerah
terhadap Konsolidasi APBD dan APBN,

" Musgrave, R.A. and Musgrave, P.B., (1991). Keuangan
Negara Dalam teori dan praktek. Penerbit Erlangga, Jakarta.
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termasuk Perkiraan pengaruh dari transfer
PBB, BPHTB dan PPH untuk menjadi pen-

dapatan Kabupaten /kota dapat dilihat pada
Table 4.2

Tabel 4.2 Besarnya Persentase Total PAD terhadap Pengeluaran dan Pendapatan Daerah

Negara Persentase Persentase
Terhadap Total Terhadap Total

Pendapatan Pengeluaran
Negara Berkembang tahun 1990-an 9,27 13,78
Negara Transisi tahun 1990-an 16,59 26,12
Negara OECD tahun 1990-an 19,13 32,41
Republik Indonesia TA 1989/1990 4,69 16,62
Republik Indonesia TA 1994/1995 6,11 22,97
Republik Indonesia TA 2001 5,30 27,78

Selama pemerintahan orde baru hingga
kini ketergantungan pemerintah daerah Pro-
pinsi maupun kabupaten dan kota masih
sangat kuat. Ketergantungan tersebut meli-
puti sisi pene-rimaan dan sisi pengeluaran.
Dari sisi penerimaan lebih dari 90% peneri-

maan pajak merupakan pajak yang dipungut
oleh pusat. Keadaan ini dapat berlangsung
terus menerus karena penerimaan pajak uta-
ma yaitu pajak pertambahan nilai (penjualan)
dikelola oleh pemerintah pusat.

Tabel 4.3 Anatomi Penerimaan Daerah Tingkat IT Seluruh Indonesia
1986/1987-1991/1992 (Rp Milyar).

Pos-pos penerimaan 1986 / 1987 1988 / 1989 1989 /1990 1991/ 1992
Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah %
(milyar) (milyar) (milyar) (milyar)

1. PAD 19,6 15,8 16,7 12.9

2. BHP/BHBP 9,9 104 142 12,4

3. Bantuan pusat 63.0 69,7 65,8 70,3

4. Pinjaman Daerah 3.7 1,2 0,9 1,5

5. Sisa lebih th lalu 3.8 2,9 24 2,9

JMLH PENERIMAAN 100 100 100 100

Sumber : Diolah dari Nota Keuangan RAPBN, berbagai tahun.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Desentralisasi menyangkut berbagai
bentuk dan dimensi yang beragam, baik
aspek fiskal, politik, administrasi dan sis-
tem pemerintahan, ekonomi, sosial dan
sebagainya. Secara umum konsep desentra-
lisasi terdiri atas : Desentralisasi politik
(Political decentrali-zation); Desentralisasi
administratif (Administrative decentraliza-

tion); Desentralisasi fiskal (Fiscal decen-
traliozation) dan Desentralisasi ekonomi
(Economic or Market Decentralization).
Desentralisasi administratif secara garis
besarnya terdiri atas dekonsentrasi (decon-
centration), devolusi (devolution) dan pen-
delegasian (delegution or institutional
pluralism).

Negara-negara berkembang melaku-
kan proses desentralisasi dengan tujuan
untuk menghindari pengelolaan pemerinta-
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han yang tidak efektif dan efisien, adanya
ketidakstabilan makroekonomi serta tidak
cukupnya pertumbuhan ekonomi, sehingga
keberhasilan desentralisasi tersebut akan
sangat tergantung pada desain, proses im-
plementasi, dukungan politis baik pada
tingkat pengambilan keputusan di masing-
masing tingkat pemerintahan, maupun ma-
syarakat keseluruhan, kesiapan administrasi
pemerintahan, pengembangan kelembagaan
dan sumberdaya manusia, mekanisme ko-
ordinasi untuk meningkatkan kinerja aparat
birokrasi, perubahan sistem nilai dan peri-
laku birokrasi dalam memenuhi keinginan
masyarakat khususnya dalam pelayanan
sektor publik.

Besarnya derajat desentralisasi di-
nyatakan dalam persentase. Semakin besar
derajat desentralisasi, maka semakin man-
diri daerah tersebut. Derajat desentralisasi
fiskal digunakan untuk melihat kontribusi
pendapatan asli daerah terhadap pendapa-
tan daerah secara keseluruhan, maka akan
terlihat kinerja keuangan daerah secara
utuh. Semakin tinggi kontribusi PAD dan
semakin tinggi kemampuan daerah untuk
membiayai kemampuannya sendiri akan
menunjukkan kinerja keuangan daerah
yang positif. Sejak pemerintahan orde baru
ketergantungan pemerintah daerah provinsi
maupun kabupaten dan kota masih tinggi.
Keadaan ini dapat saja berlangsung terus
menerus karena penerimaan pajak utama
dikelola oleh pemerintah pusat.

5.1 Saran

® Dewasa ini telah terjadi peningkatan
dana desentralisasi dari pemerintah
pusat pada daerah otonom kabupaten
dan kota menunjukkan telah terdesen-
tralisasinya sistem pemerintahan mau-
pun perekonomian Indonesia. Berdasar-
kan ketentuan UU No. 32 Tahun 2004
dan UU No. 33 Tahun 2004, pemerintah
dacrah otonom telah memiliki kele-
luasan dan kewenangan mengatur dana

desentralisasi yang semakin meningkat
jumlahnya. Untuk itu, kepala daerah dan
DPRD perlu menentukan pola belanja,
program-program, serta proyek-proyek
prioritas yang harus didanai oleh APBD
untuk mendorong pertumbuhan ekonomi
daerah. Pengelolaan dana-dana desentra-
lisasi sebagai sumber utama pembiayaan
APBD perlu dilakukan lebih efisien dan
efektif agar pengeluaran APBD betul-
betul menyentuh pada kebutuhan masya-
rakat lokal sesuai preferensi yang di-
butuhkan, terutama layanan dasar bi-
dang pendidikan dan kesehatan, serta
infrastruktur.

e Pembangunan daerah sebagai bagian
integral dalam pembangunan nasional
diharapkan pengelolaan APBD dipergu-
nakan untuk mendukung menangani
krisis nasional. Oleh karena itu, sebaik-
nya pengeluaran-pengeluaran APBD
lebih diprioritaskan dan bernuansa pada
penanganan krisis untuk menekan angka
kemiskinan dan pengangguran.

® Untuk meningkatkan efisiensi sektor
publik, perlu diciptakan sistem akunta-
bilitas publik dan sistem informasi ke-
uangan publik yang melibatkan unsur
masyarakat (perguruan tinggi, LSM, dan
organisasi masyarakat lainnya), agar
masyarakat memiliki kekuatan hukum
dalam mengawasi kinerja keuangan da-
erah. Selain itu, perlu pula adanya pe-
ningkatan partisipasi publik dalam
pengelolaan keuangan daerah.
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